ABSTRAK

Kepailitan merupakan sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan hakim pengawas. Setelah putusan pailit diucapkan, semua sita
menjadi hapus dan yang berlaku hanyalah sita umum. Prakteknya, berbagai sita
tersebut masih dapat berlaku setelah debitor diputus pailit, sehingga menyebabkan
kurator tidak bisa melaksanakan tugasnya mengurus harta pailit debitor
sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Aliga International Pratama. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sita ditinjau dari Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang serta tanggung jawab kurator dan pertimbangan
hakim dalam penyelesaian sita boedel pailit oleh negara pada kasus PT Aliga
International Pratama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dapat atau
tidaknya kurator melakukan penyitaan terhadap harta pailit yang telah disita oleh
Penyidik.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder
yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, dengan skpesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dikaji menggunakan
metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang tidak mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan sita
atau penyitaan, akan tetapi mengatur dua bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita
umum. Tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit tetap bisa
dilaksanakan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan
kembali. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus PT Aliga International
Pratama telah tepat dalam menempatkan sita pidana dalam harta pailit ke dalam
jurusdiksi peradilan pidana.
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